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Adanya dilema asas "lex specialis derogat legi generali" atau tidak pada Undang-undang No. 40 

Tahun 1999 Tentang Pers, menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan untuk penegakan 

hukum pidana dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Sehingga untuk menyelesaikan kasus-

kasus pers banyak hakim yang akan memilih menggunakan KUHP. Karena sudah terbiasa 

menggunakan KUHP, tapi juga karena dalam Undang-undang Pers belum mencakup semua 

persoalan pers. Dengan sistem pertanggungjawaban fiktif pada Undang-undang Pers, kurangnya 

pemahaman secara utuh oleh hakim dan aparat penegak hukum akan Undang-undang Pers dan 

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), serta pelaksanaan tugas jurnalistik yang tidak sesuai 

dengan kode etik profesi. Diikuti dengan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah pers menjadi kendala yang sering dihadapi pada kasus-kasus pers. 
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